BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : (68 /18 ThyoN 202(

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE-2019 TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan
penghargaan bagi tenaga yang menangani Corona Virus
Disease-2019  (Covid-19) di Kabupaten Sukoharjo,
Pemerintah memberikan insentif;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif
Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang
Menangani  Corona  Virus  Disease-2019  (Covid-19)
menyebutkan tenaga kesehatan yang menangani Covid-19
perlu diberikan insentif dan santunan kematian;

c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan
penyusunan rancangan Peraturan Bupati terkait dengan
pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Bupati Sukoharjo tentang Pemberian Insentif Kepada
Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease-
2019 Tahun Anggaran 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Bupati.

Mengingat z 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);




10.

L1,

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6573);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016
tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi

Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1968);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17/ PMK.07 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian
Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan
Yang Menangani Corona Virus Disease-2019 (Covid-19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 213);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga
Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease-2019 Tahun
Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum
KESATU adalah:

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemberian
Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona
Virus Disease-2019 Tahun Anggaran 2021;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam
rangka menyusun rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Yang
Menangani Corona Virus Disease-2019 Tahun Anggaran
2021;

C. menyusun rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang
Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Yang
Menangani Corona Virus Disease-2019 Tahun Anggaran
2021; dan

d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.




KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal | APRIL 202|
BUPATI SUKOHARJO,

£

VETIK|SURY A

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan  Rakyat  Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharijo;

7. Tim yang bersangkutan.




Lampiran

Nomor
Tanggal

Keputusan Bupati Sukoharjo

(88 (190 TAHUN 2021
: L APRIL 202

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG

MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE-2019 TAHUN ANGGARAN 2021

KEDUDUKAN DALAM

NO JABATAN TIM KETERANGAN
1 2 - <
1. Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung jawab Bertanggung jawab
Sukoharjo atas  pelaksanaan
kegiatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Ketua Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo seluruh kegiatan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah di bidang
Kabupaten Sukoharjo kesekretariatan
4. Direktur Rumah Sakit Umum Anggota Bertanggung jawab
Daerah Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
8. Sekretaris Dinas Kesehatan Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
6. Kepala Bidang Pelayanan Anggota Bertanggung jawab
Kesehatan Dinas Kesehatan sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya
Kepala Bidang Pencegahan .
7.
dan Pengendalian Penyakit SRRt Berta1j1ggung éiliwab
Dinas Kesehatan Kabupaten demlial dang
Sukoharjo tugasnya
Kepala Bidang Kesehatan A B .
- Masyarakat Dinas Kesehatan nggota ertal'.lggung ];%Wab
Kabupaten Sukoharjo sesua dang
tugasnya
Kepala Bidang Sumber Daya .
= Kesehatan Dinas Kesehatan G Bertalixggung bjzwab
Kabupaten Sukoharjo BeEMA ldang
tugasnya
10. | Kepala Unit Pelaksana Teknis Anggota Bertanggung jawab

Daerah Laboratorium
Kesehatan Sukoharjo

sesuai
tugasnya

bidang

7



11. | Kepala Sub Bagian Anggota Bertanggung jawab
Perundang-undangan pada sesuai bidang
Bagian Hukum Sekretariat tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

12. | Kepala Sub Bagian Anggaran Anggota Bertanggung jawab
Badan Keuangan Daerah sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya

13. | Fungsional Auditor Pada Anggota Bertanggung jawab
Kantor Inspektorat sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya

14. | Kepala Seksi Akreditasi dan Anggota Bertanggung jawab
Pembiayaan Pelayanan sesuai bidang
Kesehatan Dinas Kesehatan tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

15. | Kepala Seksi Upaya Anggota Bertanggung jawab
Kesehatan Rujukan Dinas sesuai bidang
Kesehatan Kabupaten tugasnya
Sukoharjo

16. | Kepala Seksi Pelayanan Anggota Bertanggung jawab
Kesehatan Primer dan sesuai bidang
Tradisional Dinas Kesehatan tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

17. | Kepala Seksi Sumber Daya Anggota Bertanggung jawab
Kesehatan Manusia Dinas sesuai bidang
Kesehatan Kabupaten tugasnya
Sukoharjo

18. | Kepala Seksi Survailans dan Anggota Bertanggung jawab
Imunisasi Dinas Kesehatan sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya

19. | Kepala Sub Bagian Keuangan Anggota Bertanggung jawab
Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya

20. | Kepala Sub Bagian Anggota Bertanggung jawab
Perencanaan Dinas sesuai bidang
Kesehatgn Kabupaten tugasnya
Sukoharjo
dr. Bambang Saptono .

e Kepala Unit Pelaksana Teknis Anggota Berta1t1ggung ljjzwab
Daerah Puskesmas Polokarto R rdang

tugasnya

o1, | DwiWahyuni, SH Anggota Bertanggung jawab

NIP. 198206202009032006
Pelaksana pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

sesuai bidang
tugasnya




Nunik Susilowati, Amd. Keb

22. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19771210 200801 2 010 sesuai bidang
Pelaksana pada Bidang tugasnya
Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo

23. Agustina Sandramustika, Anggota Bertanggung jawab
5. Kep sesuai bidang
NIP. 19860812 201001 2 024 tugasnya

Pelaksana pada Bidang
Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

Z

METIK URYANI

™JA



